



 BAB III 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan ringkasan dan analisis pada bab-bab sebelumnya, maka penulis 
dapat menarik kesimpulan bahwa pelaksanaan penyelesaian perkara anak yang di 
putusakan hakim berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 
2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat di selesaikan di luar 
pengadilan mengingat anak sebagai pelaku kejahatan masih di bahwa umur, 
proses pengadilan dilaksanakan dan di putuskan berdarsarkan Diversi secara 
kekeluargaan atau dengan cara untuk di rehabilitasi terutama kasus-kasus anak 
yang dapat di bina dan diselesaikan secara musyawara. Hal ini  diperbolekan 
karna anak yang melakukan kejahatan tidak dapat di selesaikan dengan cara 
proses pidana mengingat anak masih memerlukan bantuan hukum dan 
perlindungan hak-hak anak yang dilindungi dengan cara mengembalikan keadaan 
mereka seperti semula melalui beberapa tahap untuk mengubah perilaku anak 
tersebut, sehinga anak kelak akan menjadi wondasi di masa yang akan datang, 







B. Saran  
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat disarankan hal-hal sebagai 
berikut: 
1. Pemerintah dan masyarakat diberikan kewenagan untuk lebih 
memperhatikan dan mensejahterkan bangsa khsusnya bagi anak-anak yang 
masih di bahwa umur yang sering melakukan tindakan kejahatan terhadap 
suatu pelenggaraan untuk lebih memberikan efek jera atau pelanggraan 
anak agar tidak adalagi yang melakukan kejahatan yang berakibatkan 
tindap pidana. 
2.  Dalam persidangan anak sebagai pelaku kejahatan di harapkan kepada 
hakim untuk memutuskan perkara anak tidak berdasarkan pada peraturan 
Undang-Undang yang berlaku akan tetapi lebih mempertimbangan anak 
dan hak-hak anak yang masih di bahwa umur. Oleh karena itulah anak 
merupakan penerus dan cita-cita bangsa maka kepentingan terbaik bagi 
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